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PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Bantaeng  yang memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat  dan tanggal  lahir  Bantaeng 01 Juli  1991,  agama

Islam,  pekerjaan  xxxxxx,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

tempat  kediaman  di  KAB.  BANTAENG,  SULAWESI

SELATAN  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Tahiruddin,S.H, M.H. dan Muhammad Nur Fajri,  S.HI,

Advokat  yang berkantor  di  Kantor  Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Sinar Keadilan (YLBH Sinar Keadilan)

di Kampung Landang, Dusun Landang, Desa Biangloe,

Kecamatan  Pa’jukukang,  Kabupaten  Bantaeng,  yang

berdomisili  elektronik  di  alamat  email  :

Tahir_hukum@yahoo.com ,  berdasarkan  surat  kuasa

khusus tanggal tanggal 24 Juni 2022 dan telah terdaftar

di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bantaeng  dalam

Register Surat Kuasa Nomor 62/SK/P/VI/2022/PA Batg,

tanggal 28 Juni 2022, sebagai  Pemohon;

melawan

TERMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bantaeng,  01  Agustus  1990,

agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  di  KAB.  BANTAENG,

SULAWESI SELATAN, sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
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Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat  pemohonannya  tanggal  27  Juni  2022

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di  e-court

Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal

28 Juni 2022,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah

pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2008 bertepatan 18 Rabiul Akhir 1429 H,

di  xxxx  xxxxxx  xxx  ,   Kecamatan  xxxxxxxxx,  Kabupaten  Bantaeng

berdasarkan Duplikat  Kutipan Akta   Nikah Nomor:  79/04/VI/2008 yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  xxxxxxxxx,

Kabupaten Bantaeng;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  tinggal

bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih dua tahun

lalu lalu membuat rumah tinggal berasama di xxxxxx xxxx xxxxxx xxx

dan tinggal bersama dengan termohon selama kurang lebih 8 (Delapan)

tahun lalu  Termohon Pulang kerumah orang tuanya sampai  sekarang

tidak perna kembali;  

3. Bahwa  hubungan  antara  Pemohon  dan  Termohon  mulanya

berjalan rukun dan baik namum tidak karuniai anak, tapi sejak Termohon

memakai HP android pada tahun 2013 hubungan antara Pemohon dan

Termohon mulai renggang karena Termohon selalu marah-marah yang

tidak jelas dan menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain melalui Hp

androidnya;  

4. Bahwa puncak perselisian antara Pemohon dan Termohon Terjadi

pada  tahun  2017  dimana  Termohon  Pulang  kerumah  orang  tuanya

sampai sekaran tidak pernah lagi hidup bersama  selayaknya sebagai

suami isteri yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun

lamanya;  

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  untuk  memperbaiki

hubungan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  namun  tidak  berhasil

dikarena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain;  
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6. Bahwa  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah

sedemikian  parahnya,  sehingga  dengan  cara  apapun,  Pemohon  dan

Termohon  tidak  mungkin  lagi  hidup  bersama sebagai  suami  istri  dan

solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Bantaeng,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Bantaeng. 

3. Membebankan  biaya  perkara  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku. 

 Subsidair

Apabila  Majelis  Hakim  yang  mulia  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan  yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas Nomor

214/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 30 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 yang dibacakan

di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;

Bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan damai dan tidak pula

memerintahkan Pemohon untuk menempuh mediasi;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk  tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  pemohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan dalam  sidang  yang  tertutup

untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian

oleh  Pemohon  mengajukan  perbaikan  nama ayah  kandung  Termohon  yang

bernama Sahib kemudian untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  pemohonannya, Pemohon  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor :  79/04/VI/2008  yang dikeluarkan

oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  23  Mei  2008   Kabupaten

Bantaeng, tanggal 23 Mei 2008 bermeterai cukup dan telah dinazegelen

sesuai dengan aslinya, bukti (P);

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1.  SAKSI  1, umur  41  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  xxx  xxxxx

xxxxxx,  tempat  kediaman  di  ALAMAT PIHAK, Kabupaten  Bantaeng,

Sepupu  Pemohon, di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal

di kediaman bersama;

- Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun

dan  harmonis,  namun sekarang  ini  rumah  tangga  mereka  tidak

rukun lagi;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan

dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
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- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2017

yang mengakibatkan Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa  Selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;  

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon

dan  Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  saksi  sudah  tidak

sanggup lagi merukunkannya.

2.  SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat

kediaman di ALAMAT PIHAK, Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal

di kediaman bersama;

- Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun

dan  harmonis,  namun sekarang  ini  rumah  tangga  mereka  tidak

rukun lagi;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan

dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2017

yang mengakibatkan Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa  Selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;  

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon

dan  Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  saksi  sudah  tidak

sanggup lagi merukunkannya.
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- Bahwa  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat

Tahiruddin,S.H,  M.H. dan Muhammad Nur Fajri,  S.HI,  telah ditempuh sesuai

dengan  ketentuan  hukum  dan  prosedur  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,

Penerima  Kuasa  dinilai  berwenang  untuk  bertindak  mewakili  kepentingan

hukum Pemberi Kuasa  dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil  secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Termohon yang dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  pemohonan

tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi

sebagaimana  perintah  PERMA Nomor  1  Tahun  2016,  demikian  pula  upaya

perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan

6, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi; 
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Menimbang,  bahwa bukti  P (Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah)  yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  adanya  peristiwa  hukum pernikahan

antara  Pemohon  dan  Termohon  yang  terjadi   pada  tanggal 23  Mei  2008,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  sehingga

berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara  Pemohon dengan Termohon

terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

2 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974. Dengan demikian,  Pemohon berhak

serta  mempunyai  kepentingan  hukum  mengajukan  perkara  ini  dan  oleh

karenanya patut dikualifisir sebagai Legitima Persona Standi in Judicio ;

Menimbang,  bahwa  Saksi  I  dan  Saksi  II  Pemohon,  sudah  dewasa,

berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil  sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai

Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 1 tahun lamanya, adalah

fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

oleh  Pemohon,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai bukti ;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  penilaian  terhadap  bukti-bukti

sebagaimana   terurai  di atas dihubungkan  dengan  keterangan  Pemohon,

Majelis  Hakim  telah  menemukan   fakta-fakta  tetap  di  persidangan  sebagai

berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah

belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai; 

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan,  akan tetapi

tidak berhasil. 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

terbukti  adanya  fakta  hukum  bahwa antara Pemohon  dan  Termohon  telah

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  menyebabkan  berpisah  tempat

tinggal selama 5 (lima) tahun telah berpisah lamanya dan tidak pernah bersatu

lagi,  yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-

mata adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi

juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi

secara nyata antara suami istri;

Menimbang,  bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama

lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari

suasana  utuh  dalam  kebahagiaan  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  rumah

tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti

terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga

dengan prinsip  mu’asyarah bil-ma’ruf telah gagal diperankan Pemohon dan

Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah   telah  gagal  diwujudkan

Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam

keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap

harus  mempertahankan  perkawinannya  yang  diyakini  akan  mendatangkan

madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974, jo.

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintahan Nomor  9 Tahun 1975, jo. pasal 116

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; 
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  terbukti

beralasan  serta  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  Majelis

berkesimpulan bahwa  permohonan Pemohon tentang  permohonan  izin  ikrar

talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon,

belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin

talak dalam perkara ini  adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga

oleh  karena  itu  maka  talak   yang  dijatuhkan  Pemohon  terhadap  Termohon

adalah talak satu raj’i yang pertama ;

Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim perlu mengetengahkan firman Allah

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

عـليـم سمـيع الله فان عزمواالطـلق وان  

Artinya  :  “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati)  untuk menjatuhkan

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor  7

Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

           Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi  izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap Termohon (TERMOHON) di  depan sidang Pengadilan

Agama Bantaeng;  

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara 

sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  13  Juli  2022  Masehi,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan  dengan  tanggal  13  Zulhijjah  1443  Hijriah,  oleh  kami  Firlyanti

Komalasari Mallarangan, S.HI  sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.HI dan Nova

Noviana,  S.H  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Taufik,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa

hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI
Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H
Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp100.000,00 
  3.
  4. 

 Panggilan 
 PNBP Panggilan

 Rp400.000,00
Rp20.000,00 

  5.  Redaksi  Rp10.000,00 
  6.  Meterai  Rp10.000,00 

    Jumlah Rp570.000,00
    ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah ) 
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